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Menimbang . a, babwe untuk melgksanaken ketentuan pasal © Peraturan
Dasrab Kabupawern Del! Serdang Nomor 3 Tahun 2019
tantang Pombentulkan daen Susunen FPerangkat Dasral
Kebupater Deli Serdsng. dengan berpedoman  pads
Peraturan Menterd Dalam Negeri Momnr 12 Tzhun 2017
rentane “edoman Pembentukan dan Hlastfikes: Cabang
Dinas dan Unit Palaksana Teknis Dagrah, dan

b. babws untuk mementili maksud pada nurp!l o disras
perlu menetapkan Peraturan Bupau tenteng Pembentuken
Unit Pelaksana Teknis Pagda Dinas dan Badan Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

Mengingat 1. Undang-Undang Darurat Nomeor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan ﬁaerah Otonom Kabupaten-Kabupstern al
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumaterz Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1556 Nomer

58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 1092); '



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
52340, !

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6., Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 54944,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Momor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lambaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
236},

Peraturan Menteri Dalam Negerli Nomor 12 Tahun
2017 rtentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi



Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(Berita Negara Republik !ndonesia Tahun 2017 Nomor
451);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomer 3
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor
03 Tahun 2016); dan

11. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Tahun 2016 Nomor Nomer 052).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN RUPATI DELI SERDANG TENTANG

PEMBENTUKAN URIT PELAKSANA TEKNIS DAN
KOORDINATOR WILAYAH PADA DINAS DAN BADAN
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

DELI SERDANG
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupat ini yang dimaksud aengan;

ks
2.

Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;

Pemerintah Daerzh adalah Bupati sebagai unsur
penyvelenggara pemerintahan daerah yang memimpm pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Ralyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Deli
Serdang;

Bupati adalah Bupati Deli Serdang;
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Dasrah Kabupaten Deli Serdang;

Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelaksana
urusan pemerintahan Kabupaten Deli Sérdang;

Badan adalah Perangkat.Daerah yang melalksanakan fungsi penunjang
urisan psmerintahan Kabupaten Deli Serdang;
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8. Unit Pelaksana Teknis Dinas vang selanjutnya disebut UPTD adalah
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Deli Serdang;

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah uisur pelaksana telknis Dinas
vang me'aksanakan kegiatan teknis  operasional dan/atau
kegiatan tekms penunjang tertentu;

10. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan

kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan
pelayanan masyarakat; dan

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnve disingkat ASN adalah profesi

bagi pegawai negeri sipil dan pegawa pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

BAB I
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS DAN BADAN DAERAH

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas dan Badan
Daerah.

{2} UPT pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Yaitu :
A. UPT Satuan Pendidikan terdiri dasi :

1.

R

UPT Satuan Pendidikan Formal Yang meliputi :
a. Sekolah PAUD dan Taman Kanak-Kanak;
b. Sekolah Dasar Negeri; dan
¢. Sekoish Menengah Pertama Negeri.
UPT Satuan Pendidikan Non Forrnal vang meliputi -
a. UPT Satuan Pendidikan Sanggar Selajar Wilayah I yaitu ;
- BSKB Petumbukan Kecamatan Lubuk Pakam.
b. UPT Satuan Pendidikan Sanggar Belajar Wilayah Il yaiiu :
- SKB Sibolangit Kecamatan Sibolangit.
UPT Satuan Pendidikean Formal PAUD, Taman Kanak -Kanak,
Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada
Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada lempiran |

Peraturan ini merupakan bagian veng tidak terpisahkan dan
Peraturan ini.

B. UPT pada Dinas Keseharan terdiri dari ;



1.

UPT Gudeng Farmasi denean klasifikasi Kelas A

2. UPT Laboratorium Kesehatan dengan klasifikasi Kelas A
C. UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:

1.

UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan
kiasifikasi Kelas A Wilayah 1 berkedudukan di Sunggal yang
meliputi :

a. Kecamatan Hamparan Perak

b. Kecamatan Sunggal

¢. Kecamatan Labuhan Deli

UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Dava Air dengan
klasifikasi Kelas A Wilayah 1l berkedudukan di Batang Kuis yang
melipuu :

b. Kecamatan Percut Sei Tuan

¢, Kecamatan Batang Kuis

d. Kecamatan Tanjung Morawa

UPT Pemeliharaan .Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan
klasifikasi Kelas A Wilayah [l berkedudukan di Lubuk Pakam vang
meliputi ;

a. Kecamatan Lubuk Pakam

b. Kecamatan Pantai Labu

¢. Kecamatan Beringin

d  Kecamatan Pagar Merbau

e. Kecamatan Galang

UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan

klasifikasi Kelas A Wilayah IV berkedudukan di STM Hulu yang
meliputi -

‘a. Kecamatan STM Hulu

b. Kecamatan STM Hilir
¢. Kecamatan Bangun Purba

d. Kecamatan Gunung Meriah

UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan
klasifikasi Kelas A Wilayah V berkedudukan di Deli Tua yang
meliputi :

a. Kecamatan Patumbak

b. Kecamatan Deli Tuga

¢. Kecamatan Namecrambe

d

Kecamatan Bini-Biru



6. UPT Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air dengan
klasifikasi Kelas A Wilayah Vi berkedudukan di Pancur Batu yang
meliputi :

a. Kecamatan Pancur Batu
b. Kecamatan Sibolangit
c. Kecamatan Kutalimbaru
D. UPT pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permuliman terdiri dari
- UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan klasifikasi Kelas A
E. UPT pada Dinas Ketenagakerjaan terdini dari:
- UPT Balai Latihan Kerja dengan klasifikasi Kelas A
F. UPT pada Dinas Lingkungan Hidup meliputi :

1. UPT Laboratorium Lingkungan dengan klasifikasi Kelas A

2. UPT Pengelola Sampah dengan klasifikasi Kelas A di Desa Tadukan
Raga Kecamatan STM Hilir

3. UPT Pengelola Sampah dengan klasifikasi Kelas A di Desa
Nomerube Juluy Kecamatan Kutalimbaruy

G. UPT pada Dinas Perhubungan meliouti :
- UPT Pengelola Prasarana Perhubungan (Terminal) dengan
klasifikasi Kelas A
H. UPT pada Dinas Pertanian mehputi -

1. UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dengan klasifikasi Kelas

A Wilayah 1 berkedudukan di Lubuk Pakam meliputi :
a. Kecamatan Lubuk Palam;

. Kécamatan Galang;
Kecamatan Pagar Merbau;
Kecamatan Bagun Purba;
Kecamatan Gunung Meriah:

mos oA g

Kecamatan Berngin;
Kecamatan Pantai Labu;
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Kecamatan Batang Kuis;

Kecamatan Tanjung Morawa:
J. Kecamatan STM Hilir ; dan
k. Kecamatan STM Hulu.
2. UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan| dengan klasifikasi Kelas
A Wilayah Il berkedudukan di Pancur Batu meliputi :
a. Kecamatan Sibolangit
b. Kecamatan Pancur Batu;



Kecamatan Sunggal:
Kecamatan Namorambhe:
Kecamatan Deli Tua;
Kecamatan Labihan Deli:
Kecarnatan Patumbalk:;
Kecamatan Percut Sei Tuan;
1. Kecamatan Biry-Biru,
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I Kecamatan Hamparan Perak ; dan

k. Kecamatan Kutalimbaru.

. UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelas A
Wilayah I berkedudukan di Kecamatan Galan g meliputi :

a. Kecamatan Galang

b. Kecamatan Pagar Merbay

UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelas A
Wilayah II berkedudukan di Kecamatan Sunggal meliputi :

a. Kecamatan Sunggal

b. Kecamatan Kutalimbaru

UPT Balai Pelaksana Penvulun Pertanian dengan klasifikasi Kelas A
Wilayah Il berkedudukan di Kecamatan Batang Kuis meliputi -

a. Kecamatan Batang Kuis

b. Kecamatan Pantai Labu

. UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelas A
Wilayah 1V berkedudukan di Kecamatan Beringin meliputi :

a. Kecamatan Beringin

b. Kecamatan Lubuk Pakam

UPT Balai Pelaksana Penyuluh Perterian dengan klasifikasi Kelas A
Wilayah V berkedudukan di Kecamatan Tanjung Morawa meliputi :
2. Kecamatan Tanjung Morawa

b. Kecamatan Patumbak

UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanjan dengan klasifikasi Kelas A
Wilayah VI berkedudukan di Kecamatan Biru-Biru meliputi ;

a. Kecamatan Biru-Biry

b. Kecamatan Dell Tua

c. Kecamatan STM Hilir

- UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelas A
Wilayah VII berkedudukan di Kecamatan Pancur Butu meliput :

a. Kecamaian Pancur Batu



b. Kecamatan Sibolangit
¢. Kecamatan Namorambe

10. UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan Klasifikasi Kelas A
Wilayah VIII herkedudukan di Kecamptan Bagun Purba meliputi :
a. Kecamatan Bagun Purba
b. Kecamatan Gunung Meriah
€. Kecamatan STM Hulu

11. UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelas A
Wilayah IX berkedudukan di Kecamaran Fercut Sei Tuan meliput :

Kecamatan Percut Sei Tuan

12. UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelas A
Wilayah X berkedudukan di Kecamatan Labuhan Deli meliputi
- Kecamatan Labuhan Deli

13. UPT Balai Pelaksana Penyvuluh Pertanian dengan klasifikasi Kelag A
Wilayah XI berkedudukan di Kecamatan Hamparan Perak meliputi :
- Kecamatan Hamparan Perak

I. UPT pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan meliputi :
- UPT Metrologi Legal dengan klasifikas: Kelas A

(3) UPT pada Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri dari:
A. UPT pada Badan Pendapatan Daerah meliputi :

1. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilavah |
berkedudukan di Kecamatan Bagun Purba meliputi :
a. Kecamatan Bangun Purba
b. Kecamatan Gunung Meriah

2. UPT Pelayanan Pajak dengan kiasifikasi Kelas A Wilavah 11
berkedudukan di STM Hilir meliputi :
2. Kecamatan STM Hilir
b. Kecamatan STM Hulu

3. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah Il
berkedudukan di Kecamatan Galang-meliputi :
a. Kecamatan Galang
b. Kecamatan Pagar Merbau

4. UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilavah 1V
berkedudukan di Kecamatan Deli Tua meliputi :
a. Kecamatar Deli Tua
b. Kecamatan Biru Biru
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UPT Pelayanan Pajak dengan klusifikasi Kelas A Wilayah V



10.

i i I3

12,

13.

14,

15.

16.

17.

berkedudukan di Kecamatan Pancur Batu meliputi :
a. Kecamatan Pancur Batu
b. Kecamatan Kutalimbearu

UPT Pelayanan Pajak dengan klesifikasi Kelas A Wilayah VI
berkedudukan di Kecamatan Hamparan Perak meliputi :

- Kecamatan Hamparan Perak

UPT Pelayanan Pajak dengan kiasifikasi Kelas A Wilavah VIl
berkedudukan di Kecamatan Sunggsi meliputi :

- Kecamatan Sunggal

UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikas: Kelas A Wilayah VIII

berkedudukan di Kecamatan Labuhan Deli meliputi ;

- Kecarnatan Labuhan Deli

UPT Pelayanan Pajak dengan klasilikasi Kelas A Wilayah 1%

berkedudukan di Kecamatan Percut Sei Tuan meliputi :

- Kecamatan Percut Sei Tuan

UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wiiayah X

berkedudukar di Kecamatan Batang Kuis meliputi :

- Kecamatan Batang Kuis

UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah Xl
rkedudukan di Kecamatan Pantai Labu meliputi :

- Kecamatan Pantai Labu

UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah XII

berkedudukan di Kecamatan Beringin meliputi :

- Kecamatan Beringin

UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah XIN

berkedudukan di Kecamatan Lubuk Pakam meliputi :

- Kecamatan Lubuk Pakam

UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah X1V

berkedudukan di Kecamatan Tanjung Morawa meliputi ;

- Kecamatan Tanjung Morawa

UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah XV

berkedudukan di Kecamatan Patumbak meliputi :

- [Kecamatan Patumbak.

UPT Pelayanan Pajak dengan klasifikasi Kelas A Wilayah XVI

berkedudukan di Kecamatan Namo Rambe meliputi ;

- Kecamatan Namo Rambe

UPT Pelayanan Pajak dengan kiasifikasi Kelas A Wilayah XVil



berkedudukan di Kecamatan Sibolang:t meliputi
- Kecamatan Sibolangit
BAR [II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

(1) UPT adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu
atau beberapa kecamatan.

(2) UPT dipimpin oleh seorang kepala UPT vang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Kepala Badan.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

(1)UPT pada Dinas dan Badan menipunyai tugas melaksariakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atwu kegiatan teknis penunjang
yang mempunyai wilayah kerja satu (satu) atau beberapa Kecamatan:

(2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah rugas untul melaksanakan kegiatan teknis
yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;

(3} Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanukan oleh UPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan urtuk mendu kung
pelaksanaan tugas organisasi induknyva.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5
UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
mempunyai fungsi, sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan fenags fungsional dan/atau
operasional di lingkungan kerjanya;
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c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsinya di tingkat
Kecamatan;

d. Pelaksanaan urusan tata ysaha yang diperiukan;

€. Pelaksanaan pelayanan teknis fungsional dan/fatau  teknis
operasional;

f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan {ugasnya; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/ Kepala
Badan Daerah sesuai dengan bidang tugasnva.

Bagian Keempat
Kewenangan
Pasal 6

(1) Kepala Dinas atau Kepala Badan Daerah yang membawahi UPT
melimpahkan sebagian urusan yang akan menjadi kewenangan UPT.

(2) Pelaksanaan kewenangan serta urajan tugas dan fungsi UPT
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas/Kepala Badan vang
bersangkutarn.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu .

Susunan Organigeasi
Pasal 7

(1) Susunan organisasi UPT pada Dinas dan Badan klasifikasi A terdisi dari :
b.Kepala UPT,
c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;dan
d.Kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi UPT pada Dinas dan Badan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedus
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Fasal 8
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(1) Kepala UPT mempunyai tugas :

a. Mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mangarahkan

dan menyelenggarakan selizruh JPT sesuai derigan kedudukan, tugas
dan fungsi UPT;

b. Menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPT;

c. Menyusun data, mengevaiuasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan

program kerja dan penyusunan starisik dan dokumentasi di
lingkungan UFT;

d. Menyampaikan laporan pelaksanzan vrogiram kerja dan  kegiatan
kepada Kepale Dinas/Kepala Badan Daerah dengan tembusan kepada
Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali;

€. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Kepala
Badan Daerah yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

f. Memberikan saran-saran  dan pertimbangan  kepada Kepala
Dinas/Kepala Badan Daerah yang bersangkutan tentang langkah-
langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(2] Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai ugas

a. Menyelenggarakan urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah
tangea/ perlengkapan dan kepegawaian,

b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran
belanja UPT;

¢. Menyiapkan bahan penyusunan data, pengevaluasian dan pelaporan
pelaksanaan program keria dan penyusunan  statistik  dan
dokumentasi di lingkungar. UPT;

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai
dengan bidang tugasnva: dan

€. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT

tentang langkah-langkah dan tindakan vang perlu diambil dalam
bidang tugasnva.

Pasal. 9

Penjabaran lebih lanjut uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan irii, ditetapkan oleh Kepala Dinas yvang
bersangkutan.



BAB V
PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH

Pasal 10

(1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bideng Pendidikan vaitu :

a.

Pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pendidikan dapat dibentuk koordinator wilayah kecamatan bidang
pendidikan ]

- Koordinator wilayah kecamatan bidang péndidikan adalah sebagai unit

kerja non struktural

- Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan dipimpin oleh

seorang koordinator yang' berasal dari pengawas sekolah disamping
tugasnya sebagai pejabat fungsional atau pegawai ASN lainnya.

- Kvordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan ditunjuk oleh dan

bertanggungjawab kepada kepala dinas yang menvelenggarakan urusan
pemenntahan bidang pendidikan.

.Jumlah koordinator wilayvah kecamatan bidang pendidikan dibentuk

berdasarkan kebutuhan daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas koordinator wilayah kecamatan
bidang pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta
pegawai ASN yang sebelumnya digunaken UPTD Pendidikan Kecamatan

(2) Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak vaitu ;

a. Pada dinas yang menyelengzarakan Bidang Pengendalian Penduduk, KB

dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak di tingkat
Kecamatan dapat dibentuk Satuan Pelayanan berupa unit kerja non-
struktural dengan menunjuk salah seorang ASN pada Dinas sebagai
Koordinator yang melaksanzakan koordinzsi dengan instansi terkait dan
koordinasi rencana kegiatan penyuluh di Kecamatan disamping tugas
pokok sebagai penyuluh,

.Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penvuluh Keluarga

Berencana yang telah ada dj lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Deli Serdang agar tetap digunakan untuk penyelenggaraan fugas
PKB/PLKB.

- Pendayagunaan PKB agar dilaksanakan sesuai dengan Peraturan

Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 fentang Pendayagunaan Tenaga

Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga.
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BAB V1
TATA KERJA
Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala
Subbagian  Tata Usaha dan Kelompok  Jabatan  Fungsional
wajib menerapkan prinsip koordinasi. integrasi dan sinkronisasi, baik
dalam lirigkungan mesing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan UPT. .

(2) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal
terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Kepala UPT bertanggungiawah memimpin dan mengordinasikan bawahan
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya. :

(4} Kepala UPT wajib mengikuti dan  mematuhi petunjuk  dan
bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala
secara tepat waktu.

(5] Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajih
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut.

(6) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT dan unit organisasi dibawahnya,
wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian  bimbingan
kepada bawahannya.

BAB Vi
KEPEGAWAIAN DAN ESELONISAS| JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 12

Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai pada UPT dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku,
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Bagian Kedua
Eselonisasi Jahatan
Pasal 13

(1) Xegpala uPT Tipe A menduduki Jabatan struktural eselon 1V.a /
Pengawas;

(3} Kepala Subhagian rada UPT Tipe A menduduki Jabatan struktural eseion
IV.b / Pengawas : dan

(3) Kepala UPT Satuan Pendidikan di duduks oleh Jabatan fungsional tertentu
yang sesuai dengan peraturan perundang-i ndangan.

BAB VIl
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14

(1) Kelompok jabatan fungsional pada UPT sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (1) pada huruf ¢ ditetapkan berdasarkan keahlian dan
spesialisasi yang dibutuhkarn sesuai dengan prosedur ketentuan yang
berlaku;

(2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai  tugas melaksanakan
sebagian tugas Kepala UPT sesual dengan keahlian dan kebutuhan:

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan poraturan perundang-undangan;

{4) Kelompal jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk:

(5] Jumiah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja;
(6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan, dan

(7) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai
peraturan perundang-undangan.

tugas sesuai dengan



BAR 1X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pejabat UPTD yang ada saat ini letap melaksanakan tugas dan di berikan hak-
hak keuangan sampai dengan dilantiknya ocjabat yang baru berdasarkan
Peraturan perundang-undagan yang berlalu,

BAB ¥
KETENTUAN PENUTUF

rasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupari ini, maka Peraturan Bupati Deli Serdang
Nemor 950 Tahun 2009 Tentang Pembentukar, Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknia Loka Latihan Rerja Usaha Kecil dan Menengah [LLE-UKM)
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang, Peraturan
Bupati Deli Serdang Nomor 1310 Tahun 2000 Tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Deli serdang, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 011 Tahun 2010 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekniz Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Deli Serdang, Peraturan
Bupati Deli Serdang Nomor 012 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Balai
Perempuan Kabupaten Deli Serdang, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor
964 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Orpanisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Kabupatsn Deli Serdang, Peraturan Bupati
Deli Serdang Nomor 248 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Deli Serdang
Nomor 1037 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerabh Kabupaten Deli Serdang
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 17

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannve dalam Berita Daerah Kabupaten Deli
Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal : 14 Februari 2018

BUPATI DELI SERDANG
ttd
ASHARI TAMBUNAN
Diundangkan di : Lubuk Pakam

20 - &7 = 2D1i8
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8D NEGERI 101849 SUKA

186 | MAKMUR Wegori Desg, Sulia Makmur Kutalimbary
SD NEGERI 101850 NAMOG -
187 | MIRIK Negerd Dusun IV ~ | Kutalimbary
Jin, Namerih - Gambir
Dusun 1 Kwala Lau :
188 | Sb NEGERI'101851 Megerd Bictk Kutalimbaru
S NEGERI:101852 SUKA
189 ! MAKMUR - Negeri Dusun §X Kutalimbaru
S NEGERI 101853 SUKA
190 | RENDE : . Neger] Sika Rende Kutalitmbara
SD NEGERI: 141854 2B Dusun I Desa Sei
191 | MENCIRIM . Negeri Mencirim Kutalimbaru
8D NEGERI 101855 KUTA Jalan Besar Kuia
192 | LIMBARD Megeri | Lirabaru Kutatimbaru
5D NEGERI 101920 SILEBO
143 | LEBO : _| Negeri Dusun I 8ilebo Lebo Kutslimbary
8D NEGRRI 104225
1G4 | PERPANDEN Negeri Dusun 1 Pola Mulo Kutalimbary
3D NEGERI 104226 SUKA Ji. Besar Kutalimbaru f
195 | RENDE Negeri Dusun V Buka Rende | Kutalimbaru
Sh NEGERY 134207 SAWIT Jalan Besar Kampung
196 ; REJO : Negeri Toba : Kutalimbary
B3 NEGER! 104228 SEY
197 | MENCIRIM . ' Negeri | Desa 3el Mencirim Kutalimbary
5D NEGERI 104229 SEI Dugun I Desa Sei '
1958 | MENCIRIM . Negeri Mencirim Kutalirnbatuy
SD NEGERI 105312 SAWIT _ Dusun i} Desa Sawit
169 | REJO - Negeri | Rejo ) Kutalimbary
{ 8D NEGERI 105313 . : _
200 | NAMORUBEJULU NMeperi _Desa Namorubejulu Kutalimbary
ST} NEGER] 105315 LAU _ '
201 | BEKER] Megeri Dysun | Kutalimbaru
SD NEGERI 106175 Pesa Perpanden Dusun
204 | PERPAKDEN Negeri Wi Kutalimmbary
80 NEGER! 1074069 Bumi Tuntungan
203 | BAMPECITA Hugeri Sampecita Kutalimbaru
204 | 5D NEGERI 105314 PASAR X | Negeri Dusun IV Kutalimbary
SD NECERI 106176 SUKA
205 | MAKMUR Negeri Dusun V Kutalimbary
8D NEGERI 1060444 .
406 ¢ KUTALIMBARU Negeri Dusor Il Kutalimbaru_ | Kutalimbarg.
S0 NEGERI 106822 SUKA Jatan Pancur Batu-
207 | DAMAL Negeri Suka Damal Dusun X | Hutalimbara
' 80 NEGER] NO 108026 JALAN HESAR NAMO
208  NAMO RUBE JULLS Negeri RUBE DUSUR. 11 __{ Kytalimbarm
' ; Jalan Mangaan 8 Pasar J
209 | SD NEGERI 161785 - Negert 3 Mabar Labunhan Dell
' Jalan Bambu Fasar Iv
219 | S0 NEGERI 101786 Negeri Helvetia Labuhan Deli
5 ' Jalan Pendidikan
21! | S0 NEGERI 101787 - Meger Dugun V1l Lebuhan Deli
_ j Jalun Besar Diesa
212 | BD NEGERI 104200 Negerl | Kamng Gading Labuhat Deli
213 | 8D NEGERI 106157 Negerd Jalan Mandor Hasylm | Labuban Deli
8D NEGER! 106158 Jatan Mesjid Dusiin X
214 | PEMATANG JOHAR tlegeri Pémalang Johar Labuhen Deli
S0 NEGERI NCI01784
215 | MABAR Negeri Jalan Mangaan Vi lLabutien Deli
S SJalan Veteran Gang
216 | 8D NEGER] NO106805 MNeperi Subur ! _|LLabuhan Deil
217 | 8D NEGER[-105207 Negeri Jalan Mesjid 1672 { Labuhan Dch
' _ Dusui if Pasar Lalang |
218 | §D NEGERI 106803 Weperi | Pematang Johar | Labuhen Deli




